
  

 

 

 

PEMERINTAH  KOTA  MOJOKERTO 
 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR   2   TAHUN   2009 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  

DAERAH (RPJPD) KOTA MOJOKERTO  

TAHUN 2005-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

 

Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri tanggal 11 Agustus 2005 Nomor : 050/2020/SJ tentang 

Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Daerah, maka dipandang perlu menetapkan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Mojokerto Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 

Tengah/Jawa Barat ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4421) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ; 

Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050120201SJ Tanggal          

11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan 

RPJMD Daerah. 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 

Dan 

WALIKOTA  MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)                       

KOTA MOJOKERTO TAHUN  2005 -2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto ; 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 

3. Walikota  adalah Walikota Mojokerto ; 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto ; 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Mojokerto; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

 

Pasal 2 

(1) RPJPD merupakan visi dan misi pembangunan jangka panjang 

dalam dimensi waktu 2005-2025 Kota Mojokerto serta arah 

pembangunan jangka panjang Kota Mojokerto dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 

Jawa Timur; 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi 

pedoman bagi : 

a. Walikota terpilih dalam setiap PILKADA lima tahunan 

dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) ; dan  

b. Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. 

 

Pasal 3 

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 4 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah wajib melaksanakan 

arah kebijakan dalam RPJPD yang dituangkan dalam Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

Pasal 5 

Walikota wajib melaksanakan RPJPD dan melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan RPJPD yang dituangkan dalam Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto. 

 

 

Ditetapkan  di  Mojokerto 

pada  tanggal     17    Pebruari    2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal   6  Agustus  2009 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

 

ttd 

 

Ir. SUYITNO, M.Si. 

  Pembina Utama Muda 
      NIP. 080 070 846 

 

 

WALIKOTA  MOJOKERTO 

 

ttd 

 

ABDUL GANI SOEHARTONO 


